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ABSTRAK 

 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DINAS KESEHATAN TERHADAP 

KUALITAS DEPOT AIR MINUM ISI ULANG 

 DI KOTA BANDAR LAMPUNG  

 

 

Oleh 

 

R. ROBBY YENDRA M 

Untuk depot air minum sendiri, izin yang harus dimiliki seperti surat izin usaha 

(SIUP), surat izin tempat usaha (SITU), dan tanda daftar perusahaan (TDP). 

Namun dalam praktiknya, sering ditemukan depot air minum yang tidak 

memenuhi ketentuan yang berlaku namun bebas melakukan usahanya, hal ini 

menunjukan kurangnya pembinaan dan pengawasan dari dinas yang terkait 

khususnya Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Permasalahan yang diteliti 

penulis adalah bagaimanakah pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan 

terhadap kualitas depot air minum kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data yang 

digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara data 

sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengolahan data dengan cara 

seleksi, pemeriksaan, klasifikasi, dan penyusunan data serta penarikan 

kesimpulan. Data dianalisis secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 

Pembinaan dan Pengawasan terhadap kualitas air pada depot air minum di Kota 

Bandar Lampung dilaksanakan oleh tim pembinaan dan pengawasan air isi ulang 

yaitu dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana-sarana yang 

digunakan dalam usaha depot air minum tersebut. Faktor penghambat dalam 

pengawasan kualitas depot air minum yaitu belum tersedianya alokasi dana untuk 

seksi penyehatan lingkungan dalam melakukan pengawasan serta belum adanya 

Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengawasan kualitas air depot air 

minum. 

Adapun saran yang diajukan penulis yaitu, sebaiknya intensitas pembinaan dan 

pengawasan terhadap kualitas air pada depot air minum yang ada di Kota Bandar 

Lampung yang dilakukan oleh petugas kesehatan Kota Bandar Lampung perlu 

ditingkatkan. Selain itu Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung memberikan 

usulan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang 

Pengawasan Kualitas Air Pada Depot Air Minum kepada DPRD kota Bandar 

Lampung untuk menjamin kepastian hukum bagi usaha depot air minum serta 

memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengkonsumsi air depot air 

minum, 

 

Kata Kunci  : Pembinaan, Pengawasan, Kesehatan, Depot Air Minum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Bumi merupakan salah satu planet yang ada di dunia  yang dihuni oleh berbabagai 

makhluk hidup. Permukaan bumi terdiri dari daratan dan perairan bahkan 2/3 dari 

bumi adalah air, baik air laut maupun air tawar. Air tawar yang ada di bumi juga 

beragam, ada air sungai, air pegunungan, air bawah tanah dan masih banyak lagi jenis 

air lainya. 

Semua makhluk di dunia ini membutuhkan air untuk tetap bertahan hidup. Mengingat 

pentingnya air dalam pemenuhan kebutuhan hidup semua makhluk tidak terkecuali 

manusia, maka diperlukan tindakan untuk menjaga agar air tetap terjaga dan 

terpelihara dengan baik. Kebutuhan akan air bagi manusia tidak dapat terlepas dari 

kegiatan sehari-hari mulai dari minum, memasak, mandi dan aktivitas lainya. 

Terlepas dari 2/3 bumi yang terdiri dari air tidak berarti bahwa semua air yang ada 

dapat digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, air yang digunakan harus 

memenuhi standar tertentu. Dalam istilah sehari-hari kebanyakan menyebutkan 

bahwa air yang digunakan haruslah air bersih. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Pasal 1 
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huruf c disebutkan bahwa, “air bersih adalah yang digunakan untuk keperluan sehari-

hari yang kualitasnya memnuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah 

dimasak”. 

Air yang dapat diminum juga memiliki standar tertentu agar dapat dikatakan sebagai 

air layak konsumsi. Air minum merupakan kebutuhan manusia yang paling penting. 

Seperti diketahui, kadar air tubuh manusia mencapai 68 persen, dan untuk tetap hidup 

air dalam tubuh tersebut harus dipertahankan. Kebutuhan air minum setiap orang 

bervariasi dari 2,1 liter hingga 2,8 liter per hari, tergantung pada berat badan dan 

aktivitasnya. Namun agar tetap sehat air minum harus memnuhi persyaratan fisik, 

kimia, maupun bakteriologis. 

Hal tersebut menjelaskan bahwa tidak semua air yang ada di bumi dapat 

dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Melihat pentingnya air bagi 

kehidupan manusia dan terbatasnya ketersediaan air bersih maka pemerintah 

mengambil alih penguasaan atas air demi menjaga ketersediaan air bersih maka 

pemerintah mengambil alih penguasaan atas air demi menjaga ketersediaan air bersih 

dan melestarikanya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang  Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa, “Bumi air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Penguasaan atas air sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut di atas tidak berarti 

bahwa Negara yang berkuasa penuh, akan tetapi Negara berkuasa untuk mengatur, 
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mengelola, menyusun dan menjaga, mengingat air merupakan salah satu pokok 

kebutuhan dan kemakmuran rakyat dan menguasai hajat hidup orang banyak. 

Penguasaan Negara atas air lebis jelas diatur dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. 

Dalam Undang-Undang Pengairan Pasal 3 dijelaskan bahwa:  

(1) Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya seperti dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, 4 dan 5 Undang-undang ini di 

kuasai oleh Negara. 

(2) Hak menguasai oleh Negara tersebut dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang 

kepada Pemerintah untuk: 

a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber 

air; 

b. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan 

dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan; 

c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi  izin peruntukan, penggunaan, 

penyediaan air, dan atau sumber-sumber air; 

d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan air, dan atau 

sumber-sumber air; 

e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-

hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum dalam persoalan air 

dan atau sumber-sumber air; 
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(3) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) pasal ini tetap menghormati hak yang 

dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan 

kepentingan Nasional. 

Dari uraian tersebut jelas bahwa untuk melakukan usaha dibidang sumber daya air 

harus memiliki izin dari pemerintah atau pemerintah daerah yang bersangkutan tidak 

terkecuali untuk usaha air minum yang belakangan ini berkembang pesat. Seperti 

halnya usaha depot air minum. Untuk depot air minum sendiri, izin yang harus 

dimiliki seperti surat izin usaha (SIUP), surat izin tempat usaha (SITU), dan tanda 

daftar perusahaan (TDP). 

Untuk mendirikan usaha depot air minum, para pengusaha diwajibkan mengikuti 

syarat-syarat yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 

tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Serta Perdaganganya, dimana sangat 

jelas disebutkan bahwa depot air minum harus memnuhi syarat-syarat yang berlaku, 

seperti syarat usaha, syarat air baku, proses pengelolaan, mesin/peralatan dan mutu 

air minum. Hal ini untuk mencegah adanya praktek-praktek curang dari para 

pengusaha yang dapat merugikan konsumen.  

Dengan demikian kualitas air di depot air minum masih perlu diuji untuk 

pengamanan kualitas airnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 

ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan yaitu ; 
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Pemerintah dengan kewenangannya dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan 

dan pengawasan kepada Tenaga Kesehatan dengan melibatkan konsil masing-masing 

Tenaga Kesehatan dan Organisasi Profesi sesuai. 

Selanjutnya dalam Pasal 81 ayat (1) juga dinyatakan : 

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diarahkan 

untuk: 

a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Tenaga 

Kesehatan; 

b. melindungi Penerima Pelayanan Kesehatan dan masyarakat atas tindakan 

yang dilakukan Tenaga Kesehatan; dan 

c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan Tenaga Kesehatan 

Khusus mengenai pengawasan depot air minum di atas dalam Pasal 8 ayat (1) dan 

ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan,bahwa : 

(1) Pengawasan terhadap Depot Air Minum meliputi penggunaan air baku, proses 

produksi, mesin dan peralatan, serta perdagannya dilakukan secara berkala atau 

sewaktu-waktu diperlukan. 

(2) Pengawasan terhadap mutu produk Depot Air Minum dilaksanakan oleh 

Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk Pemerintah 

Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi. 

Untuk itu persyaratan dan pengawasan terhadap kualiutas air minum (air yang aman 

untuk dikonsumsi langsung) termasuk depot isi ulang air minum diatur dalam 
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Syarat-Syarat 

dan Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum, air minum itu selain harus memenuhi 

persyaratan fisi dan kimia, juga harus memenuhi persyaratan mikrobiologis. Air 

minum harus bebas dari bakteri pathogen. 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes Nomor 

736/MENKES/PER/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Air Minum). Dalam 

hal ini, pengawasan yang dilakukan untuk menjamin kualitas dari air yang dihasilkan, 

dan untuk itu diperlukan bukti otentik yang dapat menjamin kualitas air yang 

dihasilkan. Sehingga para pengusaha yang sudah memenuhi standar kualitas air dan 

telah melakukan uji laboratorium akan mendapatkan sertifikat laik hygiene yang 

dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Sertifikat tersebut juga  menjadi salah satu syarat 

bagi pengusaha dalam mengurus izin usahanya, tetapi tidak semua pengusaha depot 

air minum mau melaksanakan hal tersebut. 

 

 

Depot air minum yang ada di Kota Bandar Lampung beberapa di antaranya 

menjalankan usaha tanpa ada serifikat tersebut. Beberapa pengusaha tidak melakukan 

uji laboratorium dan tidak mengetahui arti penting dari pengujian kualitas air yang 

mereka kelola. Hal ini jelas dapat menimbulkan masalah dikemudian hari. 
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Penerbitan sertifikat itu mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 492/MENKES /PER/IV/2010 tentang Syarat dan Pengawasan 

Kualitas Air Minum. Sertifikat laik hygiene tersebut berlaku selama satu tahun dan 

setiap enam bulan sekali harus dilakukan pemeriksaan. Jadi, air diuji sebelum masuk 

alat penyulingan. 

Ditemukan depot air minum yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku namun 

bebas melakukan usahanya, hal ini menunjukan kurangnya pengawasan dari dinas 

yang terkait khusunya Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
1
.  

Berdasrkan uraian singkat latar belakang di atas, maka penulia merasa perlu 

melakukan penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pembinaan 

dan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Terhadap Kualitas Depot 

Air Minum Isi Ulang di Kota Bandar Lampung”. 

1.2   Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.2.1 Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah Pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan  Kota Bandar 

Lampung  terhadap kualitas depot air minum isi ulang di kota Bandar lampung ? 

2. Apakah  faktor penghambat Dinas Kesehatan  Kota Bandar Lampung dalam 

melakukan pembinaan dan pengawasan  terhadap kualitas depot air minum  isi  

                                                           
1
 http://lampung.tribunnews.com/2014/10/16/hati-hati-54-depot-air-minum-di-bandar-lampung-tak-

berizin 
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ulang  di kota Bandar lampung ? 

1.2.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian adalah Hukum Administrasi Negara 

yang dibatasi pada kajian mengenai Pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan 

terhadap kualitas depot Air minum isi ulang di kota Bandar Lampung . Ruang 

lingkup lokasi penelitian adalah di Kota Bandar Lampung dan waktu penelitian 

dilaksanakan pada Tahun 2016. 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1    Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
1. Untuk mengetahui dan mengkaji pembinaan dan pengawasan  Dinas Kesehatan  

kota Bandar Lampung  terhadap kualitas depot air minum isi ulang di kota 

Bandar lampung . 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor penghambat Dinas Kesehatan  

kota Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

kualitas depot air minum isi ulang di kota Bandar lampung. 

 

1.3.2    Kegunaan Penelitiaan 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1) Kegunaan  Teoritis  

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan mahasiswa 

fakultas hukum khususnya mahasiswa bagian Hukum Administrasi Negara 
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2) Kegunaan  praktis 

 
Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan berguna sebagai berikut: 

 

a. Bagi Dinas Kesehatan, sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah 

dalam mengoptimalkan depot Air minum yang ada di Bandar Lampung 

b. Bagi pengusaha depot air minum , sebagai salah satu referensi dalam 

membuka usaha 

c. Bagi   masyarakat,   sebagai   salah   satu   sumber   informasi   mengenai 

pelaksanaan kualitas depot air minum yang ada di Bandar Lampung 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Pembinaan 

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina.
2
 Pembinaan adalah proses, 

pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang 

dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan   menurut   

Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan 

dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara 

teratur dan terarah. 
3
 Pembinaan juga dapat diartikan: “bantuan dari seseorang atau 

sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui 

materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga 

tercapai apa yang diharapkan
4
 Dari  beberapa  definisi  di  atas,  dapat  dipahami  

bahwa  dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, 

dan tindakan  pembinaan.  Selain  itu,  untuk  melaksanakan  kegiatan pembinaan 

diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. 

                                                           
2   Tim Penyusun  Kamus  Pusat  Bahasa,  Kamus  Besar  Bahasa    Indonesia,  (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2001). 
3
 Masdar     Helmi, Dakwah  dalam    Alam    Pembangunan  I, (Semarang  Toha  Putra 1973) 

4
 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta : Teras, 2009), hal.144 
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2.1.1 Pengertian dan Fungsi Pembinaan 

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina adalah proses, pembuatan, cara 

pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara 

berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Pembinaan menurut Masdar Helmi 

adalah segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan 

dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. 

Pembinaan juga dapat diartikan : “ bantuan dari seseorang atau sekelompok orang 

yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan 

dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang 

diharapkan.  

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa dalam pembinaan terdapat 

unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, 

untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, 

pengorganisasian dan pengendalian.
5
 

Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai 

yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar akan tanggung jawab yang 

dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian 

yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk :  

1. Memupuk kesetiaan dan ketaatan.  

2.  Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan 

                                                           
5 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan , (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 49 
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kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya.  

3. Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal.  

4. Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa.  

5. Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan 

latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi (wadah yang 

ditentukan).  

 

2.1.2  Karakteristik Pembinaan 

Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya Pembinaan 

Organisasi mengidentifikasikan karakteristik pembinaan, yaitu :  

1. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi 

dibandingkan dengan isi yang subtantif.  

2.  Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari 

lebih efektif mengenai berbagai perilaku.  

3. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim 

4. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan. 

5.  Mempergunakan model “action research”.  

6. Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.  

7. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses 

yang sedang berlangsung.  

8. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.  
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Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap perubahan, 

pengembngan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu ukuran yang dapat 

membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan 

lainnya. 

Untuk memberikan definisi   DAM isi ulang, kita harus mengetahui terlebih dahulu 

pengertian air sebagai bahan dasar dalam usaha DAM  isi ulang. Pengertian air 

yang dimaksud yaitu air bersih dan air minum. 

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri  Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, bahwa yang dimaksud air minum layak 

dan aman untuk dikonsumsi. 

 
1. Persyaratan dan Lokasi usaha AMD isi Ulang 

a. AMD  isi  ulang wajib  memiliki:  1).  Izin  usaha  industri  atau  tanda 

daftar industri dan surat izin usaha perdagangan (SIUP), 2). Surat izin 

pengambilan air atau surat jaminan pasokan air baku dari PAM atau 

perusahaan lain yang memiliki izin pengambilan air dari instansi yang 

berwenang, 3). Sertifikat hasil uji produk air minum yang dihasilkan dari 

laboratorium yang telah terakreditasi atau ditunjuk oleh menteri. 

b. AMD isi ulang harus berada di lokasi yang diizinkan oleh pemerintah 

daerah kabupaten atau kota. dan  pengisian,   

c. AMD  isi  ulang  wajib  memenuhi  ketentuan  teknis pedoman cara 

berproduksi yang baik. 

 

2. Mutu air minum 

Produk AMD isi ulang harus memiliki kualitas dan mutu air yang sehat yaitu 

jernih, tidak berbau, tidak bewarna dan bebas dari semua jenis bakteri berbahaya.
6
 

                                                           
6 Sularsi, “mewaspadai Depot Air Minum Isi Ulang” (Agustus:2002)h. 31 
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2.2 Tinjauan umum tentang pengawasan 

2.2.1 Pengertian Pengawasan 

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang 

artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan 

seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan 

yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.
7

 

Jika memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari 

pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah di gariskan terlebih 

dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah 

tujuannya telah tercapai. 

Menurut  Prayudi:  “Pengawasan adalah suatu  proses untuk  menetapkan 

pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan 

apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan”.
8

 

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur 

pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat 

mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.
9

 

 

Menurut M. Manullang mengatakan bahwa : “Pengawasan adalah suatu proses 

untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan 

mengoreksi  bila  perlu  dengan  maksud  supaya  pelaksanaan  pekerjaan  sesuai 

                                                           
7
Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, 1986, hal 2. 

8
 Prayudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal 80 

9 Saiful Anwar., Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara, Glora Madani Press, 2004,hal 127. 
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dengan rencana semula”.
10

 

2.2.2 Fungsi Pengawasan 

Menurut sarwoto fungi pengawasan antara lain:
11

 

a. sebagai alat untuk melaukan pemeriksaan terhadap ketentuan yang dilakukan 

apakah sesuai dengan rencana  

b.sebagai alat untuk menyempurnakan atau perbaikan terhadap penyelewengan 

dan penyimpangan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana  

Hasibuan berpendapat bahwa fungsi pengawasan adalah:
12

 

a. sebagai alat untuk menentukan standar atau dasar control 

b. sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan  

c. untuk membandingkan pelaksanaan dengan standard an menentukan defiasi-

defiasi yang ada 

d. melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimoangan (defiasi) agar 

pelaksanaan dan tujuansesuai dengan rencana 

2.2.3 Maksud dan Tujuan Pengawasan 

Pada prinsipnya pengawasan mengandung unsure koreksi yang bersifat 

pengendalian atau pengaturan terhadap suatu proses atau kegiatan. Maksud dari 

pengawasan adalah untuk mengatur dan mengendalikan suatu proses dengan 

                                                           
10

 M.Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal.18. 
11

 Siagian,Sondang,P.1981.Filsafat Administrasi.Gunung Agung.Jakarta 1981:94 
12

 Hasibuan,S.P.1986 Pengertian dan Masalah Manajemen,Haji Mas Agung.Jakarta 1986:226 
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jalan menilai kegiatan tersebut agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan sebelumnya. 

Menurut handayaningrat tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan 

diperoleh secara berdaya guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya.
13

 

Bintora menyebutkan tujuan pengawasan adalah : 

a. Mengusahakan pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencana 

b. Apabila terdapat penyimpanan maka perlu diketahui seberapa jauh 

penyimpangan tersebut dan apa sebabny. 

c. Dilakukan tindakan koordinatif terdapat adanya penyimpangan-

penyimpangan 

Guna mencapai tersebut maka S.P Siagian memberikan pedoman atau cara-cara 

sebagai berikut;
14

 

a. pengawasan harus bersifat “Fact finding” yang berarti fungsi pengawasan 

terhadap pelaksanaan menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas=tugas 

dijalankan dalam organisasi itu sendiri. 

b. Pengawasan harus bersifat “Preventif” yang berarti bahwa proses pengawasan 

dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan 

penyelewengan dari rencana yang dietentukan  

                                                           
13

 Handayaningrat,Soewarno,1985.Pengantar Studi Administrasi.Gunung Agung,Jakarta 1985:143 
14

 Siagian,Sondang,P.1981.Filsafat Administrasi.Gunung Agung.Jakarta 2000:137 



17 
 

 

c. Pengarahan diarahkan dari masa sekarang,yang berarti kegiatan yang kini 

dilaksanakan. 

d. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisien, pengawasan 

tidak boleh dipandang sebagai tujuan 

e. Karena oengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen,maka 

pengawasan terhadap pelaksanaan itu harus mempermudah tercapainya 

tujuan. 

f. Proses pengawasan terhadap proses pelaksanaan harus efisien,jangan sampai 

terjadi pengawasan malah menghambat usaha peningkatan efisien. 

g. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama untuk menentukan siapa yang 

salah jika ada ketidak beresan 

h. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan 

kemampuan untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya. 

2.2.4 Jenis-Jenis dan Metode Pengawasan 

Berdasarkan lingkupnya,pengawasan dibagi dua yaitu: 

a. Pengawasan intern,yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pejabat dimana pejabat 

yang melakukan pengawasan tersebut mempunyai hubungan dari segi pekerjaan 

dengan pihak yang diawasi. Atau jika pengawasan itu dapat diimplementasikan 

secara luas dimana tidak hanya dilakukan dalam hubungan dinas secara langsung 

dari segi organisasi atau suatu instansi, tetapi juga diartikan sebagai pengawasan 

umum tingkat eksekutif. 
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b. Pngawasan ekstern,yaitu pengawasan yang dilakuakan oleh suatu unit 

pengawasan yang berada di luar organisasi yang di awasi dan tidak mempunyai 

hubungan kedinasan dengan pihak yang diawasi. 

 

2.3 Air Minum 

2.3.1 Pengertian Air Minum 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Higiene Sanitasi Depot Air Minum. 

Menurut departemen kesehatan,syarat-syarat air minum adalah
15

 tidak berasa, tidak 

berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya dan  

tidak mengandung logam berat. 

Dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 736 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air. 

Sesuai dengan Pasal 5 (lima) untuk mencapai kualitas air minum sesuai persyaratan 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dilakukan 

pengawasan eksternal dan pengawasan internal.
16

 

Pasal 6 (enam) pengawasan eksternal dan pengawasan internal dilakukan dengan  2 

(dua) cara meliputi: 

a. Pengawasan berkala; 

                                                           
15

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi 
Depot air Minum 
16

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata 
Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum 
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b. Pengawasan atas idikasi pencemaran. 

Pasal 7 (tujuh) : 

1. Pengawasan eksternal berkala untuk air minum dengan system jaringan 

perpipaan dilakukan di titik terjauh pada unit distribusi. 

2. Pengawasan eksternal berkala untuk depot air minum dilakukan di unit 

pengisian galon atau wadah air minum. 

3. Pengawasan eksternal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan 

dilakukan pada setiap sarana air minum. 

Pasal 8 (delapan): 

1. pengawasan internal berkala untuk air minum dengan system jaringan 

perpiaan dilakukan di setiap unit produksi dan unit distribusi. 

2. Pengawasan internal berkala untuk depot air dilakukan di unit produksi dan 

unit pengisian dan unit pengisian galon atau wadah air minum. 

3. Pengawasan internal berkala untuk air minum bukan jaringan perpipaan 

dilakukan pada setiap sarana air minum. 

Pasal 9 (sembilan): 

Pengawasan eksternal dan pengawasan internal atas indikasi pencemaran dilakukan 

pada seluruh unit penyelenggara penyediaan air minum. 

2.3.2 Standar Air Miunum Layak Konsumsi 

Air minum adalah air yang digunakan untuk konsumsi manusia. Walaupun air dari 

sumber alam dapat diminum oleh manusia,terhadap resiko bahwa air ini telah 
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tercemar olehbakteri (misalnya Escherichia coli) ataub zat-zat berbahaya. 

Bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100
o
C, Namun banyak zat 

berbahaya,terutama logam,yang tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Saat ini 

terdapat krisis air minum di berbagai negara berkembang di dunia akibat jumlah 

penduduk yang terlalu banyak dan pencemaran air. 

Ada beberapa cara untuk mendapatkan air minum sehat,antara lain: 

a. Merebus,Air bersih direbus sampai matang (mendidih) dan biarkan mendidih 

(tetap jerang air di atas kompor yang menyala,jangan matikan kompor) selama 3-5 

menit untuk memastikan kuman-kuman yang ada di air tersebut telah mati: 

b. Sodis ( Solar Disinfection ) atau pemanasan air dengan menggunakan tenaga 

matahari. Air bersih dimasukan ke dalam botol bening kemudian diletakkan di atas 

genteng rumah selama 4-6 jam saat cuaca panas atau 6-8 jam saat cuaca berawan. 

Panas matahari dan sinar Ultra Violet akan membunuh kuman-kuman yang ada di air 

sehingga air menjadi layak minum, 

c. Klorinasi, atau proses pemberian cairan yang mengandung klorin untuk 

membunuh bakteri dan kuman yang ada di dalam air bersih. 

d. Filtrasi/Penyulingan, dimana air disuling menggunakan alat penyulingan untuk 

menyaring dan membuang zat-zat dan atau partikel yang terkandung dalam air. 

Jenis-jenis air minum yang pada saat ini sering dijumpai meliputi : 

a. Air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga; 

b. Air yang didistribusikan melalui tanki air; 
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c. Air kemasan;  

d. Air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang 

disajikan kepada masyarakat; 

Semua jenis air minum tersebut harus memenuhi syarat kesehatan air minum. 

Persyaratan kesehatan air minum sebagaimana dimaksud meliputi persyaratan 

bakteriologis,kimiawi,radioaktif dan fisika. Persyaratan tersebut di atas sekaligus 

menjadi standar yang digunakan untuk air minum. 

2.4 Depot Air Minum 

2.4.1 Pengertian Depot Air Minum 

Usaha depot air minum merupakan salah satu alternative bisnis skala kecil yang 

mandiri dengan modal yang relative kecil dengan tujuan membantu masyarakat akan 

kebutuhan air minum yang murah dan sehat serta praktis tanpa harus repot-repot 

memasaknya lagi. Depot air minum adalah badan usaha yang mengolah air minum 

untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas. 

Dalam Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 tahun 2004 

tentang Persayaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya disebutkan 

bahwa, Depot Air Minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan 

air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen. 

Kelangsungan usaha depot air minum ini sangat bergantung pada bebrapa hal antara 

lain, kelangsungan penyediaan sumber air baku, kepercayaan masyarakat terhadap 

kualitas depot-depot air minum, dan juga pembinaan dari pemerintah yang 

berkelanjtuan. 
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2.4.2 Syarat-Syarat Pendirian Depot Air Minum 

Depot air minum yang saat ini berkembang pesat dirasakan sangat membantu bagi 

penyediaan air minum bagi masyarakat. Selain harganya yang terjangkau juga karna 

banyak ditemui di dekat perumahan dan sering sekali memberikan layanan antar 

tempat. Hal ini dirasakan sebagai salah satu alternative yang sangat efektif dalam 

membantu masyarakat. 

Namun Kepercayaan masyarakat terhadap depot air minum sangat bergantugan 

kepada pengusaha depot itu sendiri,apakah pemilik tersebut mau mengikuti 

peraturan pemerintahan,seperti peraturan Menteri Kesehatan No.907 Tahun 2002 

tentang pengawasan air minum pada depot isi ulang. 

Bagi pengusaha depot air minum,agar usahanya selalu berkembang ,tentu mereka 

harus mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah,seperti mengikuti program 

sertifikasi laik higine sanitasi depot air minum tersebut di atas. Yang tidak kalah 

pentingnya,tentu harus memiliki legalitas usahanya. 

Bagi konsumen, dianjurkan untuk lebih selektif dalam memilih depot air minum. 

Pilihan depot-depot air minum yang sudah terakreditasi dan tersertifikasi oleh Dinas 

Kesehatan kabupaten/kota sebagai penjamin kualitas air minum dengan 

memerhatikan aspek kualitas air baku,kualitas sanitasi,dan kelengkapan fasilitas 

produksi. 

Bagi pengusaha pembuat depot,tentu harus diperhatikan aspek kualitas fasilitas 

depot. Jangan sampai calon pemilik depot dirugikan karena tidak memiliki 

pengetahuan tentang peralatan depot sehingga air minum yang diproduksinya 
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mengandung hal yang membahayakan kesehatan. 

Sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri perindustrian 

dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air 

Minum dan Pengawasannya. Depot Air Minum adalah usaha industry yang 

melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung 

kepada konsumen. 

Pengaturan persyaratan usaha depot air minum dapat dilihat pada Bab II Persyaratan 

Usaha (Pasal 2) Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 

Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasannya. 

Pada Pasal 2 dijelaskan persyaratan usaha yang berbunyi sebagai berikut: 

(1). Depot Air Minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar 

Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai 

dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha. 

(2). Depot Air Minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM 

atau perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang 

(3). Depot Air Minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan 

dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk Pemerintah 

Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi. 

Pengaturan air baku,proses pengolahan,mesin/peralatan dan mutu air minum dapat 

dilihat pada Bab III (Pasal 3 sampai dengan Pasal 6) Keputusan Menteri 
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Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis 

Depot Air Minum dan Pengawasanya. 

Pada Pasal 3 menjelaskan tentang air baku yang berbunyi sebagai berikut: 

(1). Air Baku yang digunakan Deoot Air Minum harus memenuhi standar mutu yang 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

(2). Depot Air Minum harus melakukan Pengawasan secara periodic terhadap mutu 

air baku,yang ditunjukan dengan hasil uji laboratorium dari Pemasok 

(3). Pengujian mutu air baku dilakukan minimal: 

a.Suatu kali dalam tiga bulan untuk analisa coliform 

b.Dua kali dalam satu tahun untuk analisa kimia dan fisika secara lengkap 

(4). Pengujian mutu air baku harus dilakukan di Laboratorium Pemerriksaan 

Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi 

(5). Depot Air Minum dilarang mengambil air baku yang berasal dari air PDAM 

yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga. 

(6). Transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke Depot Air Minum harus 

menggunakan tangki pengangkut air yang tara pangan(food grade). 

Pasal 4 mengatur tentang proses pengolahan yang berbunyi sebagai berikut: 

Proses pengolahan air minum di Depot Air Minum meliputi penampungan air 

baku,penyaringan/filterisasi,desinfeksi dan pengisian. 

Pasal 5 mengatur tantang mesin/peralatan yang berbunyi sebagai berikut: Depot Air 

Minum wajib memenuhi ketentuan teknis pada Pedoman Cara Produksi Yang Baik 
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Depot Air Minum,sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

Pasal 6 mengatur tentang mutu air minum yang berbunyi sebagai berikut: 

(1)  Air Minum yang dihasilkan oleh Depot Air Minum wajib memenuhi persyaratan 

kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan. 

(2). Pengujian Mutu produk sesuai persyaratan kualitas air minum wajib dilakukan 

oleh Depot Air Minum di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk 

oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi sekurang-kurangnya 6 

(enam) bulan sekali. 

(3). Hasil pengujian mengenai standar mutu air minum disampaikan kepada Dinas 

Kabupaten/Kota yang menerbitkan Tanda Daftar Industri. 

(4). Biaya pengambilan contoh produk dan pengujian sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) di bebankan pada Depot Air Minum yang bersangkutan. 

Pengaturan wadah depot isi ulang dapat dilihat pada Bab II Persyaratan Usaha (Pasal 

2) Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 651 Tahun 2004 

tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Pengawasanya 

Pasal 7 mengatur tentang wadah yang berbunyi sebagai berikut : 

(1) Depot Air Minum hanya diperbolehkan menjual produknya secara langsung 

kepada konsumen dilokasi Depot dengan cara mengisi wadah yang diibawa 

oleh konsumen atau disediakan Depot. 

(2) Depot Air Minum dilarang memiliki “stock” produk air minum dalam wadah 

yang siap dijual. 
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(3) Depot Air Minum hanya diperbolehkan menyediakan wadah tidak bermerek 

atau wadah polos. 

(4) Depot Air Minum wajib memriksa wadah yang dibawa oleh konsumen dan 

dilarang mengisi wadah yang tidak layaknpakai, 

(5) Depot Air Minum harus melakukan pembilasan dan pencucian atau sanitasi 

wadah dan dilakukan dengan cara yang benar. 

(6) Tutup wadah yang disediakan oleh Depot Air Minum harus polos/tidak 

bermerek. 

(7) Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/”shrink wrap” pada 

wadah 

 

2.4.3 Surat Keterangan Laik Hygiene 

Surat keterangan laik hygiene adalah surat keterangan yang diberikan Dinas 

Kesehatan kepada pengusaha depot air minum yang telah memenuhi syarat standar 

kualitas air minum. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil uji laboratorium 

mengenai kandungan bakteri dan kimia yang terdapat dalam air baku dan ataupun air 

yang dihasilkan depot air minum tersebut. 

Surat keterangan laik hygiene dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setelah adanya 

permohonan dari pemilik usaha depot. Pengeluaran surat dilakukan setelah tim 

petugas yang diketuai sanitarian dari Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan 

lapangan dan depot air minum tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan 

kualitas air sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 
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Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum. 

Surat keterangan laik hygiene depot air minum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu : 

a. Surat Keterangan Laik Hygiene sementara, masa berlakunya selama 6 (enam) 

bulan dan dapat diperpanjang 

b. Syarat keterangan Laik Hygiene tetap, masa berlakunya selama 3 (tiga) tahun 

dan dapat diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau menjadi 

batal bilamana terjadi pergantian pemilik,pindah lokasi/alamat,tutup atau dari 

hasil pemeriksaan Laboratorium dinyatakan positif mengandung E.Coli atau 

menyebabkan terjadinya kerancuanan serta jika depot air minum tersebut 

dianggap tidak lagi laik hygiene. 

Surat keterangan laik hygiene yang telah diperoleh oleh pengusaha depot air minum 

harus dipasang di dinding yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat 

konsumen. 

2.4.4 Pengawasan Terhadap Kualitas Air Pada Depot Air Minum 

2.4.4.1 Pengawasan Kualitas Air Pada Depot Air Minum 

Pengawasan terhadap Kualitas Air Minum pada depot isi ulang dilakukan secara 

preventif dimana pengawasan dilakukan sebelum adanya pekerjaan. Pengawasan 

preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum adanya pekerjaan. Maksud dari 

pengawasan preventif adalah untuk mencegah terjadinya penyimpangan-

penyimpangan seawal mungkin. 

Pengawasan terhadap kualitas air pada depot air minum dilakukan oleh dinas 
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kesehatan yaitu dinas kesehatan kabupaten/kota. Pengawasan kualitas air depot air 

minum secara regular oleh pemerintah amat penting untuk menjamin keamanan 

produk bagi konsumen. Target utama untuk pengawasan adalah sumber air. 

Teknologi produksi, dan proses operasi serta pemeliharaan fasilitas. 

Persyaratan Kualitas Air Minum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

492 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut: 

Pasal 2 disebutkan: 

Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya 

aman bagi kesehatan. 

Pasal 3 disebutkan: 

(1) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, 

mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib 

dan parameter tambahan. 

(2) Parameter wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan 

kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara 

air minum. 

(3) Pemerintah daerah dapat menetapkan parameter tambahan sesuai dengan 

kondisi kualitas lingkungan daerah masing-masing dengan memacu pada 

parameter tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. 

(4) Parameter wajib dan parameter tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. 
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Pasal 4 disebutkan: 

(1) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan 

pengawasan kualitas air minum secara eksternal dan secara internal. 

(2) Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan 

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus 

untuk wilayah kerja KKP. 

(3) Pengawasan kualitas air minum secara internal merupakan pengawasan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara air minum untuk menjamin kualitas air 

minum yang diproduksi memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam 

peraturan ini. 

(4) Kegiatan pengawasan kualitas air minum seagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, 

analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi dan tindak lanjut. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatalaksana pengawasan kualitas air minum 

ditetapkan oleh Menteri.  

Pengaturan pengawasan depot air minum dapat dilihat pada Bab V Pengawasan 

(Pasal 8 sampai dengan pasal 10) Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan 

Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan 

Pengawasanya. 

Pada pasal 8 disebutkan: 

(1) Pengawasan terhadap Depot Air Minum meliputi penggunaan air baku,proses 

produksi, mesin dan peralatan,serta perdagangannya  dilakukan secara 
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berkala atau sewaktu-waktu diperlukan 

(2) Pengawasan terhadap mutu produk Depot Air Minum dilaksanakan oleh 

Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk Pemerintah 

Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi 

Pasal 9 disebutkan bahwa: 

(1) Kewenangan pengawasan terhadap Depot Air Minum sebagaimana dimaksut 

dalam pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dilimpahka kepada : 

a. Gubernur untuk melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan 

pengawasan di daerah Provinsi sesuai wilayah kerjanya. 

b. Gubernur DKI Jakarta untuk melaksanakan pengawasan di wilayah DKI 

Jakarta. 

c. Bupati/Walikota kecuali DKI Jakarta untuk melaksanakan pengawasan di 

Daerah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya. 

(2) Gubernur dan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 

b dan c dala melaksanakan tugas pengawasan melimpahkan kewenangannya 

kepada Kepala Unit Kerja sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya. 

(3) Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan sebagaimana 

dimaksut ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

Pasal 10 disebutkan bahwa : 
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(1) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), 

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dapat mengambil tindakan administratif 

terhadap pelanggaran dalam ketentuan ini. 

 

(2) Tindakan Administratif  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: 

a.Teguran lisan 

b.teguran tertulis 

c.penghentian sementara kegiatan 

d.Pencabutan izin usaha 

 

Pengawasan kualitas air minum dilaksanakan oelh Dinas Kesehatan Kabuoaten/Kota 

melalui kegiatan : 

a. Inspeksi sanitasi dan pengambilan sampel air termasuk air pada sumber air 

baku,proses produksi,jaringan distribusi,air minum isi ulang dan air minum 

dalam kemasan. 

b. Pemeriksaan kualitas air dilakukan di tempat/ di lapangan atau di 

laboratorium. 

c. Analisis hasil pemeriksaan laboratorium dan pengamatan lapangan. 

d. Memberi rekomendasi untuk mengatasi maslah yang ditemui dari hasil 

kegiatan a,b,c yang ditujukan kepada pengelola penyediaan air minum. 

e. Tindak lanjut upaya penanggulangan/perbaikan dilakukan oleh pengelola 

penyedia air minum. 

f. Penyuluhan kepada masyarakat. 

Hasil pengawasan yang dilakukan pada depot isi ulang wajib dilaporkan secara 
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berkala oleh Kepla Dinas kepada Bupati/Wali kota 

2.4.4.2 Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Air Minum 

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualitas air minum sebagaimana tercantum 

pada Pasal 2 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907 Tahun 

2002 Tentang Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, maka perlu dilaksanakan 

kegiatan pengawasan kualitas air minum yang diselenggarakan secara terus menerus 

dan berkesinambungan agar air yang digunakan oleh pendududk dari penyedian air 

minum yang ada, terjamin kualitasnya, sesuai dengan persyaratan kualitas air minum 

yang tercantum dalam Keputusan ini. 

Pengawasan kualitas air minum dalam hal ini meliputi : 

a. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun 

swasta yang didistribusikan ke masyarakat dengan system perpipaan 

b. Air minum yang diproduksi oleh suatu perusahaan, baik pemerintah maupun 

swasta, yang didistribusikan kepada masyarakat dengan kemasan atau 

kemasan isi ulang. 

Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang 

meliputi : 

a. Pengamatan lapangan atau inspeksi sanitasi : Pada air minum perpipaan 

maupun air minum kemasan, dilakukan pada seluruh unit pengolahan air 

minum, mulai dari sumber air baku, instalasi pengolahan, proses pengemasan 

bagi air minum kemasan, dan jaringan distribusi sampai dengan sambungan 

rumah bagi air minum perpipaan. 
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b. Pengambilan sampel : Jumlah, Frekuensi, dan titik sampel air minum harus 

dilaksanakan sesuai kebutuhan,dengan ketentuan minimal sebagai berikut : 

1. Untuk Penyediaan Air Minum Perpipaan 

a.) Pemeriksaan kualitas bakteriologi: 

Jumlah minimal sampel air minum perpipaan pada jaringandistribusi 

adalah : 

1.) Penduduk yang dilayani <5.000 jiwa, Jumlah minimal sampel per 

bulan 1 sampel. 

2.) Penduduk yang dilayani 5.000 s/d 10.000 jiwa, Jumlah minimal 

sampel per bulan 1 sampel per 5.000 jiwa. 

3.) Penduduk yang dilayani > 100.000 jiwa, Jumlah minimal sampel per 

bulan 1 sampel per 10.000 jiwa, ditambah 10 sampel tambahan. 

b.) Pemeriksaan kualitas kimiawi : 

Jumlah sampel air minum perpipaan pada jaringan distribusi minimal 

10% dari jumlah sampel untuk pemeriksaan bakteriologi. 

c.) Titik pengambilan sampel air : 

Harus dipilih sedemikian rupa sehingga mewakili secara keseluruhan dari 

system penyediaan air minum tersebut, termasuk sampel air baku. 

2. Untuk Penyediaan Air Minum Kemasan atau Kemasan Isi Ulang. 

Jumlah dan frekuensi sampel air minum harus dilaksanakan sesuai 

kebutuhan,dengan ketentuan minimal sebagai berikut; 

a.) Pemeriksaan kualitas Bakteriologi : 

Jumlah minimal sampel air minum pada penyediaan air minum kemasan 
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atau kemasan isi ulang adalah sebagai berikut : 

1.) Air baku diperiksa inimal satu sampel tiga bulan sekali 

2.) Air yang siap dimasukan kedalam kemasan minimal satu sampel 

sebulan sekali 

3.) Air dalam kemasan minimal dua sampel satu bulan satu kali. 

b.) Pemeriksaan Kualitas Kimiawi: 

Jumlah minimal sampel air minum adalah sebagai berikut: 

1.) Air baku diperiksa minimal satu sampel  tiga bulan sekali 

2.) Air yang siap dimasukan kedalam kemasan minimal satu sampel 

sebulan sekali 

3.) Airdalam kemasan minimal satu sampel satu bulan sekali. 

c.) Pemeriksaan Kualitas Air Minum 

Dilakukan di lapangan, dan di laboratorium Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota, atau laboratorium lainnya yang ditunjuk. 

d.) Hasil pemeriksaan laboratorium harus disampaikan kepada pemakai 

jasa,selambat-lambatnya 7 hari untuk pemeriksaan mikrobiolog. 

e.) Pengambilan dan Pemeriksaan sampel air sewaktu-waktu bila diperlukan 

Karena adanya sengan dugaan terjadinya 

f.) Parameter kualitas air yang diperiksa: 

Dalam rangka pengawasan kualitas pengawasan kualitas air minum 

secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, maka 

parameter kualitas air mineral yang harus diperiksa di Laboratorium 

adalah sebagai berikut: 
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1.) Parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan: 

(a) Parameter Mikrobiologi, yaitu E.Coli, Total Koliform 

(b) Kimia an-organik, yaitu Arsen, Fluorida, Kromium-val.6, 

Kadmium, Nitrat sbg-N, Nitrat sbg-N, Sianida, Selenium. 

2.) Paramer yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan: 

(a) Parameter fisik, yaitu bau, warna, jumlah zat padat terlarut (TDS), 

kekeruhan,rasa, suhu. 

(b) Paramter Kimiawi seperti; Alumunium, Besi, Kesadahan, 

Khlorida, mangan, Ph, seng, sulfat, tembaga, sisa khlor, ammonia. 

g.) Parameter kualitas air minum lainya selain dari parameter yang tersebut 

pada Lampiran II ini, dapat dilakukan pemeriksaan bila diperlukan, 

terutama karena adanya indikasi pencemaran oleh bahan tersebut. 

h.) Pada awal beroprasinya suatu system penyediaan air minum, jumlah 

parameter yang diperiksa, minimal seperti yang tercantum pada lampiran 

II point 6 keputusan ini, untuk pemeriksaan selanjutnya dilakukan sesuai 

dengan ketentuan pengambilan sampel pada angka 2 butir a dan b 

Keputusan ini. 

i.) Bila parameter yang tercantum dalam Lampiran II ini tidak dapat 

diperiksa di laboratorium Kabupaten/Kota, maka pemeriksaannya dapat 

dirujuk ke laboratorium Provinsi atau laboratorium yang ditunjuk sebagai 

laboratorium rujukan. 

j.) Bahan kimia yang diperbolehkan digunakan untuk pengolahan air, 

termasuk bahan kimia tambahan lainnya hanya boleh digunakan setelah 
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mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat. 

k.) Hasil pengawasan kualitas air wajib dilaporkan secara berkala oleh 

Kepala Dinas Kesehatan setempat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 

setempat secara rutin, minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan apabila 

terjadi kejadian luar biasa karena terjadinya penurunan kualitas air 

minum dari penyediaan air minum tersebut, maka pelaporannya wajib 

langsung dilakukan, dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi 

dan Direktur Jenderal. 

2.4.4.3 Izin Usaha Pendirian Depot Air Minum 

Usaha depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air 

baku menjadi air minum dan menjual kepada konsumen. Usaha depot air minum 

wajib memiliki izin usaha.  

Ketentuan mengenai persyaratan teknis depot air minum diatur di dalam Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

651/MPP/KEP/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan 

Perdagangannya Menteri Perindustrian dan Perdagangan (“Kepmenperindag 

651/2004”).  Berdasarkan Kepmenperindag 651/2004, usaha depot air minum wajib 

memenuhi persyaratan usaha sebagai berikut: 

1. Depot air minum wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan Tanda Daftar 

Usaha Perdagangan (TDUP) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai 

dengan Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19779/node/lt51aefd2b87215/keputusan-menteri-perindustrian-dan-perdagangan-no-651_mpp_kep_10_2004-tahun-2004-persyaratan-teknis-depot-air-minum-dan-perdagangannya?PHPSESSID=fcju2idkkrhhhqvc7duf2islf7
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19779/node/lt51aefd2b87215/keputusan-menteri-perindustrian-dan-perdagangan-no-651_mpp_kep_10_2004-tahun-2004-persyaratan-teknis-depot-air-minum-dan-perdagangannya?PHPSESSID=fcju2idkkrhhhqvc7duf2islf7
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19779/node/lt51aefd2b87215/keputusan-menteri-perindustrian-dan-perdagangan-no-651_mpp_kep_10_2004-tahun-2004-persyaratan-teknis-depot-air-minum-dan-perdagangannya?PHPSESSID=fcju2idkkrhhhqvc7duf2islf7
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19779/node/lt51aefd2b87215/keputusan-menteri-perindustrian-dan-perdagangan-no-651_mpp_kep_10_2004-tahun-2004-persyaratan-teknis-depot-air-minum-dan-perdagangannya?PHPSESSID=fcju2idkkrhhhqvc7duf2islf7
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19779/node/lt51aefd2b87215/keputusan-menteri-perindustrian-dan-perdagangan-no-651_mpp_kep_10_2004-tahun-2004-persyaratan-teknis-depot-air-minum-dan-perdagangannya?PHPSESSID=fcju2idkkrhhhqvc7duf2islf7
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2. Depot air minum wajib memiliki Surat Jaminan Pasok Air Baku dari PDAM atau 

perusahaan yang memiliki Izin Pengambilan Air dari Instansi yang berwenang.  

3. Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari 

laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah kabupaten/kota 

atau yang terakreditasi  

 Akan tetapi, Kepmenperindag 651/2004 tidak mengatur secara rinci persyaratan 

untuk memperoleh izin usaha depot air minum. Terkait dengan persyaratan izin usaha 

depot air minum diatur lebih detail dalam peraturan pada masing-masing daerah. 

2.5 Dasar Hukum Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum 

Untuk pengawasan terhadap kualitas air minum yang beredar di masyarakat 

termasuk air minum depot isi ulang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia No.907/MENKES.VII.2002 Tentang Syarat-syarat dan 

Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum. Untuk pengawasan kualitas air pada 

depot isi ulang di Bandar Lampung dilakukan berdasarkan surat Keputusan Kepala 

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Nomor 433.5.51.06.09.2008 tentang 

Pembentukan Tim Pemeriksa Tempat-tempat Umum, Instansi, Tempat Penyediaan 

dan Pengolahan Makanan Minuman, Tempat Penyediaan dan Pengolahan Pestisida, 

Air Bersih se-Kota Bandar Lampung. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis 

empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoretis 

yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, peraturan 

hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan.. 

Pendekatan yuridis  empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari 

kenyataan yang dilakukan dengan mengkaji kenyataan yang ada di kota Bandar 

Lampung. 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

Data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui dua sumber, yaitu: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan 

dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Data yang dimaksud 

diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar 

Lampung dan Pengusaha Depot Air Minum beserta Masyarakat yang terkait dan 

menguasai permasalahan ini. 
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2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara 

membaca, mencatat bahan-bahan hukum yang terkait dengan penulisan. Bahan 

hukum dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang 

Pengairan. 

3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan. 

4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang 

Persyaratan Kualitas Air Minum. 

5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907 Tahun 

2002 tentang Syarat-syarat dan pengawasan Kualitas Air Minum. 

6) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 651 Tahun 2004 tentang persyaratan Teknis Depot Isi Ulang dan 

Perdagangannya. 

7) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 736 Tahun 2010 tentang tatalaksana Pengawasan kualitas air 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubunganya dengan bahan hukum 

primer yang terdiri dari petunjuk lapangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksana 

serta peraturan pelaksana lainnya. 
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c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti 

surat kabar, majalah, kamus dan sebagainya. 

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data   

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip data dari 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku tentang hukum 

pajak, makalah, internet, maupun sumber ilmiah lainnya yang mempunyai 

hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

b. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi ini dilakukan  dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian dengan 

tujuan utuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap, dan valid dengan 

melakukan wawancara (Interview) kepada responden. Teknik wawancara yang 

digunakan ialah dengan mempersiapkan daftar pertanyaan dan akan 

dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. 

3.3.2 Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dlakukan pengolahan data dengan cara: 
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a. Seleksi data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan permasalahan yang 

akan dibahas. 

b. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai 

kelengkapannya serta kejelasan dan kebenaran jawaban. 

c. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar 

memudahkan penulisan dalam mendiskripsikan pertanyaan. 

d. Penyusunan data, yaitu data disusun menurut urutan yang sistematis sebagai hasil 

penelitian yang disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan. 

3.4 Analisis data 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendiskripsikan 

data yang dihasilkan dari penelitian lapangan ke dalam bentuk penjelasan secara 

sistemastis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang 

diteliti. 

Dari hasil analisa tersebut kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir 

dalam menarik kesimpulan yang didasarkan atas faktor-faktor yang bersifat umum 

kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan jawaban 

permasalahan berdasarkan hasil penelitian. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kualitas air pada depot air minum di 

Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh tim pembinaan dan pengawasan air 

isi ulang, sebagaimana diatur dala Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota 

Bandar Lampung Nomor 443.5.51.06.2008 tentang Pembentukan Tim 

Pemeriksa tempat-tempat Umum, Institusi, Tempat Penyediaan dan 

Pengelolaan Makanan Minuman, Tempat Pengolahan dan Penyediaan 

Pestisida, Air Bersih se-Kota Bandar Lampung yaitu dengan melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap sarana-sarana yang digunakan dalam 

usaha depot air minum tersebut. Di samping itu seharusnya pengawasan 

dilakukan secara intern oleh pemilik/ penanggung jawab/ operator depot air 

minum terhadap kualitas bakteriologis dan kimiawi air minum ataupun air 

baku dan juga oleh asosiasi depot air minum terhadap kualitas fisik bangunan 

dan instalasi depot air minum secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan 
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melaporkan hasilnya ke Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Untuk usaha 

depot air minum yang ada di Kota Bandar Lampung selama ini lebih 

ditekankan kepada pembinaan yang dilakukan dengan sosialisasi tentang 

pentingnya melakukan uji laboratorium terhadap kualitas air untuk 

mendapatkan sertifikat laik hygiene. Untuk pengawasannya Dinas Kesehatan 

Kota Bandar Lampung berkoordinasi dengan petugas kesehatan yang ada di 

seluruh Puskesmas Kota Bandar Lampung untuk mengetahui apakah ada 

Kejadian Luar Biasa keracunan dan atau penyakit yang pernah terjadi akibat 

mengkonsumsi depot air minum yang ada di Kecamatan Rajabasa. Dari hasil 

penelitian dan fakta di lapangan diketahui bahwa pengawasan terhadap 

kualitas air pada depot air minum di Kota Bandar Lampungmasih kurang 

optimal dan perlu ditingkatkan lagi. 

2. Faktor penghambat dalam pengawasan kualitas depot air minum dari pihak 

pengusaha yaitu kurangnya kepedulian para pengusaha depot air minum 

terhadap pentingnya melakukan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat laik 

hygiene, tinggginya biaya dalam melakukan uji laboratorium. Sedangkan dari 

pihak petugas Kesehatan Kota Bandar Lampung sendiri dikatakan bahwa 

belum tersedianya alokasi dana untuk seksi penyehatan lingkungan dalam 

melakukan pengawasan serta belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur 

tentang pengawasan kualitas air depot air minum sebagai dasar hukum dalam 

melakukan tindakan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh 

pengusaha depot air minum yang selama ini menjalankan usahanya dan untuk 
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memberikan kepastian serta jaminan hukum bagi para pengusaha dan 

masyarakat yang terlibat dalam usaha depot air minum. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka yang 

menjadi sumbangan pemikiran atau saran sebagai berikut: 

a. Sebaiknya intensitas pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas air pada 

depot air minum yang ada di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh 

petugas kesehatan Kota Bandar Lampung perlu ditingkatkan, dan sebaiknya 

pemerintah Kota Bandar Lampung membuat suatu kebijakan berupa 

keringanan biaya dalam uji laboratorium contoh nya menawarkan angsuran uji 

laboratorium, yang dimana pemilik mengangsur biaya dengan kesepakatan 

yang dibuat dengan pemerintah Kota Bandar Lampung. 

b. Sebaiknya dinas terkait yaitu Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung 

memberikan usulan mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar 

Lampung tentang Pengawasan Kualitas Air Pada Depot Air Minum kepada 

DPRD kota Bandar Lampung untuk menjamin kepastian hukum bagi usaha 

depot air minum serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat 

pengkonsumsi air depot air minum tersebut jika terjadi pelanggaran yang 

mengakibatkan suatu penyakit atau keracunan serta adanya kejadian luar 

biasa. 
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